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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XI Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah, Jenis Pajak Sarang Burung
Walet, maka sebagai dasar pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet dipandang perlu adanya Sistem dan
Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3686);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11;

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4995),

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah vang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2008 Nomor 9};
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
2.2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daernh
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10,

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah baik keseluruhan maupun sebagian di
bawah dan/atau di luar Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah disingkat Kadispenda adalah Pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kotawaringin Timur.

Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank
Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain,

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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- 22 Penyidikan tindak pidana di bid

12. Bﬂdf‘”:n:df::::!;( s?r'kumpnlnn orang dan/atau  modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuian
1l$nha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan "km};:mrhrrr perseroan
lainnva, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain 'rirm dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
pcrku_mpl_l]m} yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. '

13. Pajak Daerah. ada.]ah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
d"i“mf‘kan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

14. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

15. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

16. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

17. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tabun

kalender.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi vang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib
retribusi serta pengawasan penyetoran.

| 20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak arau

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pa_uak. dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sehaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual

barang yang telah disita.

- 21.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai

apan Pajak Daerah dan lampiran-

kelengkapan pengisian Surat Ketet
s st tentang kebenaran penulisan dan

lampirannya termasuk penilaian
penghitungannya.

ang perpajakan daerah adalah serangkaian
' idi Ikan
tindakan dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpu
bukt Yarfrgandgengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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23 P“"-"ld.‘k adalah  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang h,.r.,,,.n,;m,",,;,"j;,;l
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yanpg p i
khusus sebagai Penvidik untuk melakukan pnr;-,-iri;;{nn' tindak I'f“'-:‘-ﬁ’l' ',:';

bidang perpajakan Dacerah, s im ;
s acrah, sebagaimana dimaksud dalam U .1
Hukum Acara Pidana. I dalam Undang-Undang

»4 Surat paksa adalah surat peri :
-+ ) ) £ crintah membavar utan aja biay
penagihan pajak. * i PHes Gsn ey

25. .lums?;‘a PﬂJai R(_h':ﬂah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan  sc etika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan
penyitaan.

26, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhal_'l pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

27. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang

perpajakan daerah.

28. Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat TBP adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Dipenda.

79 Surat Tanda Setoran yang disingkat STS adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dipenda
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

Kas Daerah.
ang selanjutnya disingkat SKPD adalah

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah y .
tukan besarnya jumlah pokok Pajak vang

surat ketetapan Pajak yang menen
terutang.
aerah yang disingkat STPD adalah surat untuk

31.Surat Tagihan Pajak D ) 5 .
k dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

melakukan tagihan paja
dan/atau denda.

Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
b pajak digunakan untuk melaporkan
aran pajak, objek pajak dan/atau bukan
ajiban sesuai dengan ketentuan

32. Surat Pemberitahuan Pajak D:
adalah surat yang oleh waj
penghitungan dan/atau pembay
objek pajak, dan/atau harta dan kew B
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

k Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disymgkm

ak yang menentukan besarnya jumlah

mlah kekurangan pembayaran pokok
dan jumlah pajak vang masih harus

33. Surat Ketetapan Paja .
SKPDKB adalah surat ketetapan paj
pokok pajak, jumlah krcdit_pfijak, ju

pajak, besarnya sanksi administrative,
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v etetap: i
M Sur:lkit qéjlf:fr;i{r;;‘-‘[!-nk Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
dising S ' adalah  aurat ketetapan pajak vyang menentukan
tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan o

16 Surat l\cpulus‘mn Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kcknlinmnj dnl,nm‘pnnnrapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat rlalm:n SKPD
atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. '

16 Surat Keputusan Keberatan adalah surat k
3 . De : s eputusan atas keberatan
terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak. ’

37 Banding adallba}_’ upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan.

38 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39. Sistem dz_an Prosed.ur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas seuap
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.
Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan PNBP.

Pasal 4
Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan vang

(1) Subjek Pajak Sarang ” ,
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;

alah orang pribadi atau Badan yang

2) Wai: ; ng Walet ad
(2) Wajib Pajak Sarang Burung ung Walet.

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Bur

BAB III
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal §
an Pajak Sarang Burung Walet adalah
g Burung Walet.

6

()P enghitungan Satuan pengena
berdasarkan Harga Nilai Jual Saran
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2)Nilai Jual Samang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada avat (1}
dihitung _bcnhm'k”“ perkalian antara harga pasaran umum Sarang
purung Walet dengan volume Sarang Rurung Walet

Pasal 6

~rif Paiak S ' .
ranf Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuliuh peraen)

Pasnl 7

esamya Nilai Jual Objek Pajak Sarang Burung W

& x . alet dihitung dalam Kg
dengan nilai sebagaimana tabel berikut

.‘ Besarn
Kualitas 1 Besar Pungut::
"‘o s‘nn‘ B“mn! w.‘et i “l].l Junl | Tlr{f Pﬂj.k Ket
. Rp/Rg |
. R Rp / Kg
1 — 2 i - 3 - i 4 { 5 - i 76
_ L. Mangkok  112,000.000,00 | 10% | 1.200.000,00
2. | Sudut __ _ | 10.000.000,00 | 10% | 1.000.000.00
3.1 Tathiu |_6.000.000,00 | _10% | 600.000,00 |
Pasal 8

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnva pajak
terutang vang harus dibayvar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tersebut
pada Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan tingkat harga vang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanva kepada Pemerintah
Daerah dalam hal ini Dipenda dalam jangka waku selambat-lambatnva 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanva, kecuali
ditentukan lain;

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanva sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dipenda akan mendaftar usaha Wajib Pajak
secara jabatan.

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan
sebagai berikut :

a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan
menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda;

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangam disampaikan
kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa |
7
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2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempnt usaha ;

3. Fotocopy SIUP, jika ada

4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada

5. Surat Kuasa apabiln pengusaha/penanggung jawab herhalangan

dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;

c. ’T‘crhndnp penerimaan  berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan
memberikan Tanda terima pendaftaran;

d Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir
pendaftaran, Kepala Dipenda menerbitkan

1. Surat Pengukuhan scbagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem
Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan ;

2. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib

Pajak;
3. Kartu NPWPD ;
4. Maklumat;

5. Sistem Pemungutan Pajak.

¢. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan
Maklumat kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai
Tanda terima pendaftaran.

(4) Contoh Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Ini.

(5) Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak tercantum
dalam Lampiran 1l Peraturan Bupati ini.

BABV
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 11

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi
| dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
| yang terutang.

Pasal 12

—
— it s

: Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan vang dapat
' dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat keterangan pajak.

Pasal 13

s

f;(]] Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri
i diwajibkan mengisi SPTPD.
() sprpp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas.
| benar dan lengkap.
3 SPTED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa
Pajak.

’
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(1

(1)

(2)

' (3)

TTEER '
il vwaldia penyampnian SR sehapgaimana dimakasud pada ayat

(1) forade pidnc Bined e, mindo penyampainn SPTPD dilakaanakan pada
ok leergn bevilcatnyn,

. BAR VI
PROAEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK

Paanl 14

Pemungatan Pajnlc dilarang diborongkan:
. ]

Setinp Wajih Pajale wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan
pernturan perundang undangan perpajakan;

Setinp wajib pajale membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan
:'nlrl |'| ), :‘il\'l’l )K“, (llll'l/nlnu f”([:“l{”-r

Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tercantum
dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Terhadap  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka dalam jangka waktu 5 (lima)
tnhun sesudah sant terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

1L SKPDKB dalam hal :
1 Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang, terutang tidak atau kurang dibayar;

9 Jika SPIPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
a ditentukan dalam surat teguran;

waktunya sebagaiman
3. Jika kewnjiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang terutang
dihitung sccara jabatan.

haru dan/atau data yang semula belum

b. SKPDKBT jika ditemukan data :
penambahan jumlah pajak yang

terungkap yang menyebabkan
terutang,

c. SKPDN jika jurnlah pajak yang
kredit pajak atau pajak tidal terut
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDEB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dlkenqkz.m sanksi
administratif berupa bunga sehesar 2% (dua persen) gcbulnn dihitung d‘nn
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palmg

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDI\_B sebagaimana
{ b dikenakan aanksi admimstrasi berupa

dimakasud pada ayat (1) huru 8 !
kenaikan mfhcﬂﬂl‘. 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut,

terutang sama besarnya dengan jumiah
ang dan tidak ada kredit pajak.

0
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(4) Kenaikan sebagaimana dimakeaye pada ayat (3] tidak

ka wajib
pajak melaporkan sendin sebelym dil

e ol
akukan tindakan perneriksasn

dikenakan j

(5) Jumliah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a angka 3) dikenakan sankej administratif berupa kenaikan

=0y, i
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditarmbah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 27

pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 16
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD Jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung:

c. :;"ajg) Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
endaa.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar (2%) (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

(3) SKPD vang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain vang dituniuk
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKB.
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnva 1 x 24
jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1} dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan TBP.

(4) Contoh Formulir Contoh Formulir Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda
Bukti Pembayaran (TBP) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V

Peraturan Bupati ini.
(5) Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
Mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi

Persyaratan yang ditentukan.
10
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3) A?g;:;lr:::m 2::2'::5"‘:”'“ pajalk sehagaimana  dimaksud ayat (2} harus
dila secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga

n/s
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau

kurang dibayar.

| (4) Bupatl dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 27 (dua persen)
perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pzajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat

ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

rmohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan

a M i Pe ; : . ,
s, S u Penghapusan Sanksi Administrasi dan

Penetapan dan Penghapusan ata
Wajib Pajalk.
11
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b. Mirgfgittl;'::snasiw? dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
pe ya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau

kekeliruan dalam peneta .
daerah; ¥ pan peraturan perundang-undangan perpajakan

¢. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

d :jﬂendgurg;gkin atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,
?l? ak kenalkan Pajf:lk yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan arena  kehilapan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB,
S.KPDKB L dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati atau Pejabat Berwenang tidak memberikan keputusan,
Permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(5) Bagan Alur Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Permohonan
Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang diberi Kewenangan atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaik cara tertulis dalam Bahasa [ndonesia paling lama 3 (tiga)
selele G SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN

bul jak tanggal '
an. sejak (ARgs ak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan

diterima oleh Wajib Paj . ) 2
bahwa jangka vjaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya.

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyarata
ayat (2) diatas tidak dianggap sebagal sur
dipertimbangkan.

4) Bupati atau Pejabat dalam jangka wakt
sejak tanggal permohonan keberatan s¢
diterima sudah memberikan putusan.

12

ra

n sebagaimana dimaksud pada
at keberatan, sehingga tidak

u paling lama 12 (dua belas) bulan
bagaimana dimaksud pada ayat (2)
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iln sete "y )
(5) Apabila sctelah lewat 12 (dua belas) bulan aebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ”"P““ "lml_ Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak, .

Pasal 23

(”?‘V“jib Pajak dapat: mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(Q)Pcngé.l_.]'Uﬂn banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

(1)Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 atau
banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lambat
selama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)Bagan Alur Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
STPD terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan

menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;
c¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Bupati atau Pejabat tidak memberil.can _keputusan' permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pa,.mk dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kqlebih;m pembavaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

13
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5) Pengembalian ke]ebihﬂn_pcmhnynmn pajak dilakukan dalam waktu paling
IamaKl;'? (dua) bulan secjak diterbitkannya SKPDLB dengan menerhitkan
SPMKP.

6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat
memberikan imbalan bungan sebesar 2 % (dua persen) par bulan atas
keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 26

Apabila kelebih.an pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
ainnya sebagajmrima dimaksud pada Pasal 25, pembayarannya dilakukan
jengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan .Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah
daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 28

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

14
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BAB XIII
PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip
pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan
pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang
menjadi dasar pengenaan pajak.

(2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya.

(3) Pen'}bukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-
kurangnya S (lima) tahun.

Pasal 30

(1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam
menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda
Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :

a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan
kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan;

d Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan
jelas;
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan

e. Memenuhi ketentuan lain .
guna menunjang kelancaran pemeriksaan.

eriksa tidak memenuhi kewajiban

(4)Dalam hal Wajib Pajak yang dip ak .
3) Pasal ini, maka pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (
ditetapkan secara jabatan.

(5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib
Pajak.

(6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
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(7) Bagi;)ntﬁ]l:; g‘;?sedlllt‘ Pembukuan dan Pemeriksaan, Bagan Alur Prosedur
Pembe rat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal, dan Bagan Alur

Prosedur Restitusi tercantum dalam I i i
: : .ampira é .
Lampiran XI Peraturan Bupati ini. piran I Tampiran %

BAB XIV
PROSEDUR PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

;Zt;sgfi perg;iirl;hl.mtuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
‘penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut.

1. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggung jawabkan.

ksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dima
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DADB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasnl 32

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setap Orang dapat mengetahuinyn, memerintahkan pengundangan
Perature: i-m!‘.‘.m i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
rotawaringin Timur,

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
7, \S -——-: 4 I\‘

‘f f o

e

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015
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LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN THAULR

NOMOR 29 TAHUN 2015

TANGOAL 4 MARIST 2015

TENTANG SISTIEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN SARANCE [3URUMNG WALIT

—
FORMULIR PENDAFTARANWAJIB |, = .
PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
‘...—-—'_"—— - ———
“PERHATIAN — e
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kemball
__kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, _ B
1. NAMA BADAN USAHA - i S e
2. ALAMAT USAHA : - h: i D
- Jalan No. : T
-RTIRW . ) e
- Kelurahan/Kecamatan : ]
- Nomor Telepon : SR
3 Suratizin yanq dimiliki (Fotocopy dilampirkan) ) D sl e
- Surat lzin : T e o
- Surat Izin : NO. oissossisissisuszss | Psssssisassomanssaves )
- Surat Izin : NO. vovevissrersrsensor TOlcaeeosiossosscscssias ]
- Surat |zin F NO:aernainnn il sasssiasnse B
4. BIDANG USAHA : N
5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : O
6. ALAMAT : (Folocopy KTP/SIMAdentitas lain agar dilampikan)
- Jalan No. : SISO,
-RT/IRW : . i)
- Kelurahan/Kecamatan : R P S
- Kabupaten/Kola : i
- Nomer Telepon : e
7. Kewajiban Pajak : oy Sampt, _—
8. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhry | Sampt..... evrsina i
PEMILIK / PENGELOLA akibatnya  termasuk  sanksi sesual
peraturan perundang yang berlaku, maka
saya menyatakan data beserta lampiran- (N g o )
: irannva adalah yang sebenarnya. . namaJelas =
ST ecpang ket IMMONNS 3o e pETUGAS PENCATATOATA T
- Diterima tanggal ) Nomor Registras! . — — e e e
-Nama Jelas/NIP v S rm—_—— H,*H__..:_
-TandaTangan —————————— e e
Az TANDA TERMA
Nama sisauesaane
Alzmat
Tang Menerima,
B ———— T R G o BRI
o BUPATFR{YTAWARINGIN TIMUR,
» ..:._7' ’/ o
d “.\ <\
' ; \\I I
1 1 E
-,
- §(PIAN HADI
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LAMPIRAN 11

NOMOR 295 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN SARANG BURUNG WALET

Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

il Wajib Pajak
- Seksi Pendaftaran
L dan Pendataan
Mendata WP ]
J
WP baru
maupun WP yg
telah memiliki
NPWPD /
!
/ \\
.
- N WP Tidak
‘——-WP Mendafarkan Din 30 hari sejak usaha Mendaftarkan Din
! |
Mengambil, mengisi, l :
menancatangani Fomdir |—»! Formulir Pendaftaran | Pendaftaran Objek
. o L/—\ Secara Jabatan
, i
il !
Menyampaikan Formulir i
Pendaftaran & Lampiran m—
FC Akta Pendirian !
FC Surat i
Kuasa(Jika A |
diwakilkan) | [
Memeriksa pengisian formufir & | 1
kelengkapan lampiran | |
|
v N 3
Menerbitkan NPWPD & | [
Mencatat dalam Daflar Induk WP et — = DAHT.P'"DUK ‘
sesuai jenis Cbjek Pajak | | \
i '\_..__I' A
v :
Karta NPWPD MenyechkanNPWPDdan |, |
[ Pemasangan Maklumal Pajak Daerah || Mekiumat Pajak kepada WP |
Maklumat Pajak -
Daerah di tempat -
usaha
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LAMPIRAN I I‘l-‘.!\‘.v\'l‘lll\',\N IBUPATT K« YTAWARINOHIN TIMUIR
NON( R 20 FANILIN 2015

TANGOAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN 1R ISEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN SARANG IURUNG WALET

! SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
| (SPTPD)
prbast koAl SARANG BURUNG WALET

T

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

fTNama Wajib Pajak
' 2 Alamat Wajib Pajak

{ 3. NPWPD . -
B. BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET
' Besar Tarif Besarnya
No Kualitas Sarang Burung Walet Nilai Jual; Paiak Pungutan Pajak Ket
Rp / Kg ) Rp /Kq

1. Mangkok 12.000.000 10% 1.200.000 Parentuan Nilai Jual Objek Paiak

2 Sudut 10.000.000 10% 1.000.000 dapat ditinjau kembali sesuni

3 Patahan 6.000.000 10% €00.000 Dengan tingkat Hama yang

bedaku (=asuni Hama Pasar)
C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/IPENANGGUNG PAJAK
| Kualitas Sarang Burung Volume Harga Standar/ .
 No. Walet Penggunaan Saluan | ousual Harga Pasar | r_r_bi'f‘_]f I“ 1‘ i
1. | Mangkok Kg { Rp
2. | Sudut Kg i Rp

3. | Patahan Kg 'R
; JUMLAH C " Rp
| — e
! D. PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
g Jumiah Nilai Jual Sarang Burung Walet (Jumlah C) -1 1 Rp
| Sl .

| Jumiah Pajak yang harus dibayar 10 % x angka 1 2 Rp
I,'_.._________ e i e

Jumlah Pembayaran : | N

\—__Terblang -
I Samptt,
i Diterima oleh Wajib Pajak Penyetor,
i
A
? BUPAFHEOTAWARINGIN TIMUR,
s e ’ ™,
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LAMPIRAN 1V

Harap diterima uang sebesar Rp

' Pengan rincian penerimaan sebagai berikut ;

ottty A AT A

PERATURAN BUPATI KOTAWARINQIN TIMUR
NOMOR 29 TALIUN 2015

TANQOAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNQUTAN SARANG BURUNO WALET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

___SURAT TANDA SETORAN (sTs)

fank : Bank Kaltanqg Cabang Sampit
No. Rekening

..........................................

__N:L _KodeRekening | Uralan Rincian Objek Pondapatan Asti Daerah | Jumlah(Rp)
I _-‘_‘——7“““' o ———— e ——————————————————————  —— ———————————————————————————————
T - e e

7 —

: S e

6

T —

5 . =

9

10

1"

12

13

14
e — B

Uang tersebut diterima Bank, Mengetahul :
Tanggal : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan,

Kabupaten Kotawaringin Timur,

............................................................................

BUI‘:\‘TT :OT AWARINGIN TIMUR,
A L S\

Dipindai dengan CamScanner
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. [Sebagai pembayaran

LAMPIRAN V. : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAnUN 2015
TANGQAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN SARANG BURUNCG WALET

[ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TANDA BUKTI PEMBAYARAN o
NOMOR BUKT]

-------------------------------

| ) o

L

pendahara Penerimaan SKPD
Telah menerima uang sebesar Rp

......................................................

e

dari Nama

..........................................................

Alamat bttt e snesseenenarsresnsesnesas

....................................................................................

...................................................................................

Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp)

Tanggal diterima uang L P T

Mengetahui :
Bendahara Penerimaan, Pembayar/Penyetor,

...............................................
.........................................

| Lembar asli - Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
! | Sainan{ : Unluk Bendahara Penerimaan
Salinan2  : Untuk PPKD

Salinan3 . Untuk PPK-SKPD

BUPATIKOTAWARINGIN TIMUR,

/

h - Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN VI : ;l(-J)RATUR!\N BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
MOR 29 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSE o
‘ SISTE OSEDUR PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN SARANG BURUNG WALET

Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak

e ————— - e
" Seksi Pamuz.s"h" Walib Pajak Bond,
dan Penetapan = P, |
{  Mun ) rimaan
TBP L - N
TBP_Lb3 angs & e v
VT menyerahk Reknpitulnsi Kasda
TEP Lb 4 j LBl::mm ~ L i
SPTPD S
— —1
A4
Ya MongMungPdgk
Terutang
r’ﬂﬁ?ﬁikriﬁmm T |
{ manyetempel P \\
[} menyershken b1 dan R Nhi? -
{__mengarsip ©2.3.4 | ~_
Tidak
———— oy ' e
SKP, SKPDKB, e Mengisl SPTPD &
SKPOKBT, STPD X : ""m*‘%\-v- TBP dg bonrr, )
P - Tidnk Lengknp
|
Surat Permohonan Mengmukan
Penundaan/ | Permohonan Tidok
angsuren Penundaan/ N Manerima
g Angsuran Tk~ Momboyorka_ [ | Pembayoran Pajek
v Kosda? 1 | donmemarksa
- ’ »
Membayar & Bank - — PP
Non Kosda
Pk
) e e
Menyerahkan k- :
TP , Bukt |
Transfor & SPTPD I
\
|
i
'
|
‘ |
|
|
i
i
i
T BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
. s 4/ %
.. !
UPYAN HHADI
23 ’
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPAT] KOTAWARING
NOMOR 23 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

'E[;IE_ENT;\NG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
“MUNGUTAN SARANG BURUNG WALET

jagan Alur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

IN TIMUR

Wajib Pajak Seksi Pemungutan Penetapan
= i
,.-eq_;ar.kmhezr::tohonan ! |Surat Permohonan Memeriksa kelengkapan
pemb | Pembetul administrasi
2P0 SKPDX8, SKPDKBT, If_'-l /u‘an\‘l permohenan
sTPD. SKPDN, SKPDLB | }\_/ pembetulan
— % [
| b 4
{ Berkas
| l Permohonan . \
Y
Y
Meneliti dan mengkaji
permohanan 5
SK Penolakan Tidak ‘ﬁt}
Y Ya
SK Penolakan
Lb2
T e
! ful
SK Pembetulan - » - * Pf.r:;em |
Lb1 < e |
Yy _ ‘ '——A““‘ I|
Arsip / \ ARp / !
N _i
v ]
I

v| f
‘ "-’, {
- o 7 -
- e - N
i | T A
O = B i

—

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN VIII

Bagan Alur Prosedur Pencrbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDL

™~

SPTPD satah Aung?

Payak idsiurang boya?
<

o % Adakah Sankd Adminstrali

o

Ya

Meserbtean STPO

k.
STPOLY 1 ’ STPOLb 2
= e

Nengnmkan STPO

L5 1 kpa WP

r
Dantar S<POKB
S¥POXaT
lefupdnte

Wi

PERATURAN
NOMOR 2

TANGG
TENTA
PEMUN

Seksi Pemungutan dan Penetapan

BUPATI KOTAWARINGIN TIM UR
TAHUN 2015
AL 4 MARET 2015

NG SISTEM DAN PROSED

UR PEMUNGUTAN

GUTAN SARANG BURUNG WALET

B, dan STPD

SPTPOLY |
Mano'ti & memenksa SSPO
Bust Transter, SPTPD

v

Mombuat Motg Perhdungan

Pk berctasarkan hasl Kot
Pemenkeaadaporan

Perhitungan Pajak Dasah

SSPOLM
B Trars'or ke
¥asca

n
v
'{Atl7

\

25

& o™

L -1
Moretoean ||
SKPOLE i I.
: : ]
Bt s icsnnce |
SKPON SKPDKB Y SPCKB! | | yorronmay koo |
SKPONLD 1 b SKPOKOT L 1 ! ' SPOOTD 2 | | o g harun | !
_/‘_*-J o J 7- -4 ‘i revrn
—T i _.. 2 Y B ‘
NP S— - T =
Menqgnmian 1 1
AREF: SKPDKDB/ 1 D:':;" W‘I ::; ‘; |
' SKPDKET LD 1 | i VP"‘"é1 |
SHPOM kpd WP wawe | | O : :
e ] |
{ Dgta SKPIXY [\ ARSP '
[ sePoxar | A
\ oy | - |
BUPATTROTAWARINGIN TIMUR,

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN IX
NOMOR

PEMUNG

PERATURAN g

Bagan Alur Prosedur I'e

'NTTROTAWARINGIN TIMUR
29 TAHIUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUI 1 MUNGITAN

UTAN SARANG NURIING WAL

5 Wajib Pa]ak
— ,
1 Laporan WP
Membukukan selum
transaksi usaha sacara (Spms":f‘n Bukii
rutin dan teratur elor)
| b—— v———'T—*'
SKPDLBSKPDKU
SKPDN Ibt e Tidak
P
B
SKPDLB b2
Sural Tugas dan |
v dokumen kg!engkapar
Leporan kas dan bank! pemm_w_
daftar utang piutang —
neraca &laba rugi
| Dokumen Pendukung
'(BN&Bukb Transaks} |
Datadata lain terkait
t”!ﬂ-’l pajek terutang
i SKPDLB nn4 e
\..____,/""
= kurang——-
SKPDKB b1 | J—- -
e
e ‘ _
SKPDN Ib1 > Aili
SKPDLB Ib2
I o .
\-Arsib o
¥

26

mbukunn dan Pemeriksann

Soksl Pomorlksaan

f1ania (1nta ‘

PPomannhnn
Kevwn|iban

Potpajakan WP

Malnkitkan pamerik eann
eecnthnnn kontar dq
mombnndingkan lapornn
WP dgy Nasia Data WI*

Ada porbedann
nlonitikarf?

Mnnylnpkn‘r: asurat lugad
dandokumen |
kelangkapan

__pemeriksaan

!
Molakukan pemarikenan
sedorhana lapangan |

Lebih RayafKurang
RayafNhin

=_
=4
=

-

SKPOM b2
| SKPDKB 1b2

3

) v ‘ Al".p .
. Arzip f ‘ j

N f

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN X 1 PERATURAN pups

sembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemer
pent !

Wab Pajek

. A
' 3K Pembetulan
Secara Jabatan b 1
=

V-

RETNERI, ARy
Melakukan

| | pembayaran atau |
f ‘% restitusi atau

| banding

S |

A

\

| N

‘ ATEROTAWARINGIN TIMUR
NOMER _r.\““N\mm ARINCIN TIMUR

:\:.-\\.\.:_nn.u. FMARET 2015
Il\:;;‘:l;\Nn SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
MUNQUTAN SARANG BURUNG WALET

iksnan Tnternal Dipendn

Seksi Pemungutan dan Ponetapan |

C Memerkea | I
SAPQSNPDANR | !
SKPDRET, ST | i

__ SXPDN SKPDLR !

Ad

.
-~
~
-

-
\\Ad.: Kesalahan? - Tidak B eelenal )

S

Ya
| Menarbkan SX
| Pembetulan secara | .

| SN—

B S
SX Pembetulan
| Secara Jabatan b 2

e =

|
i Wi
rs

| \ Asp .
N

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

23 TAHUN 2015
4 MARET 2015

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PEMUNGUTAN SARANG BURUNG WALET

~ Bagan L Alu r Prosedur Restitusi

“ " Wajib Pajak e
[ iib Paj Seksi Pemeriksaan
— —
Mengajukan Sural Permohonan |
permohonan restitusl |~ Restitusi —t—,|Melakukan pemerksaan
sgcara lertulis ) sederhana kantor
o , ;
] 3 i
/Y\ !
SKPDLB/SKPOK®Y | B ;
SKPDN Ib 1 —Ll  Tidal ~Adaperbedaan™._ i

Surat Tugas dan
dokumen kelengkapan
pemeriksaan

. signifikan?

SKPDLB b2

A 4
Menyiapkan sural tugas
dan dokumen

SKPDLBIb 1

‘\_,/

"l

kelengkapan
pemeriksaan

A J

Melakukan pemeriksaan|
sederhana lapangan |

T
/‘\.
-~ ™, <

ebih | ebih BayariKurang ~_

—

SKPDKB Ib 1

e NhI?
\\B&)‘Bﬂ' - t Nihi
| ~. [ |
ﬂ——kurang | |

& J—

SKFON b2

4

I

|

| !
e

PATUNOTAWARINGIN TIMUR,
\TEHOTAW

i
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Dipindai dengan CamScanner




